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BUPATI PASER
Nomor : 130.01/71/Tapem.3/1/2022 Tana P:
o D ana Paser, 12 Januari 2022
Sifat : Segera
Perihal : Penyampalan Data laporan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Yth. 1. Asisten Sekretaris Daerah Kab. Paser
2. Kepala Perangkat Daerah Kab. Paser

di-
Tempat

Memperhatikan Dasar:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2008 tentang Penerapan Standar
Pelayanan Minimal dimana Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan
Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap
Warga Negara secara maksimal;

2. Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah LPPD adalah Laporan yang di
sampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian
kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pelaksana Tugas Pembantuan
serta LKP] adalah laporan yang di sampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada DPRD
yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut
laporan pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Dengan melihat dasar tersebut diatas, Bagian Tata Pemerintahan akan
melakukan penyusunan Laporan Kinerjfa Pemerintah Daerah (LPPD/LKPI/SPM), maka
berkenaan dengan hal tersebut di atas disampalkan hal-hal sebagal berikut:

1. Pengisian Data Indikator Kinerja Kunci (IKK), data indikator capaian Pelayanan
Dasar penerapan SPM, data capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan
yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, hasil pelaksanaan Tugas Pembantuan
dan Penugasan serta permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan
pemerintahan Perangkat Daerah merupakan kewajiban Perangkat Daerah dan
menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah sebagai penyelenggara
urusan pemerintahan.

2. Dalam hal mr:jalankan tanggung jawab tersebut, Kepala Perangkat Daerah
menugaskan Sekretaris perangkat Daerah bersama analis perencanaan untuk

L

P 4

J




j / ;p:rr::;;am;:wﬁ:;;:n ggitzr:g pengampu di Perangkat Daerah masing-masing

' poran tepat waktu.

3. Sebagai pemangku fungsi pengoordinasian, ~pembinaan administrasi,maka
diharapkan kepada para asisten agar melakukan pemantauan terhadap PD yang
menjadi bagian garis koordinasi terkalt pemenuhan suplay data laporan LPPD,
laporan SPM, LKPJ tahun anggaran 2021

4. Hasll proses pengisian Indikator Kinerja Kunci outcome dan output, indikator
capaian penerapan SPM, oleh masing-masing Perangkat Daerah tahun 2021 akan di
reviu oleh Tim APIP Inspektorat Daerah sebelum dievaluasi dan dikiarifikasi oleh
tim evaluator LPPD Daerah (BPKP)

5. Dokumen LPPD dan SPM sebagal mana yang dimaksud dalam Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2018 dan 18 tahun 2020 disampaikan paling lambat
3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir, dan bagi Kepala Daerah yang
terlambat menyampaikan LPPD dan laporan sPM maka dinyatakan tidak
menyampaikan LPPD dan SPM
6. Sehubungan dengan penjelasan di atas mengingat laporan LPPD, laporan SPM dan
LKP] sangat penting bagi pemerintah Daerah dan mengingat keterbatasan waktu,
diharapkan kepada Saudara untuk segera menyampaikan data yang dibutuhkan
dalam penyusunan LPPD, laporan SPM, LKPJ Kabupaten Paser tahun anggaran 2021
kepada Bupati Paser Cq.Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah

Kabupaten Paser paling lambat tanggal 24 Januari 2022 dalam bentuk hard
copy dan soft copy dengan narahubung sdr. Medil Hayaterin no HP. 085232260044
dan/atau sdr. Ajie Risaldi Jogi Nugraha,S.STP no HP, 085386303033. Adapun format
isian Data IKK, indikator capalan kinerja SPM, data capalan program kegiatan

perangkat Daerah sebagaimana terlampir
7. Progres penyampaian data dari Perangkat Daerah akan dilaporkan secara berkala

kepada Bupati paser selaku pengarah pada penyusunan LPPD, laporan SPM, LKPJ
tahun anggaran 2021
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Demikian disampaikan untuk dilaksanakan, Atas kerjasama Saudara diucapkan

terimakasih.
” 7 BUPATI PASER,
: ) . m
' dr, FAMMI FADLI
Tembusan.

Ketua DPRD Kab Paser di Tanah Grogot



